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ABSTRAK

STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN LINGGA TIMUR
KABUPATEN LINGGA

Nelawafi

nelawine@gmail.com

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Tujuanr penelitian  ini untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses
perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan di Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga. Metode yang
digunakan adalah metode data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan
yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga, Camat Lingga Timur, Staf
Kecamatan Lingga Timur, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dan Perwakilan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan data primer berupa wawancara langsung dengan informan dan data
skunder berupa laporan ataupun dokumen yang berkaitan dengan lokasi
penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa proses perencanaan pembangunan di
Kecamatan Lingga Timur belum dapat dilaksanakan secara optimal karena
kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perumusan masalah dan kebutuhan
yang dihadapi sehingga partisipasi masyarakat kurang dalam menetapkan prioritas
usulan untuk musrenbang kecamatan, dan pada pelaksanaan musrenbang
kecamatan juga tidak bisa menetapkan prioritas usulan kegiatan pada SKPD
terkait.

Kata Kunci : Proses Perencanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat
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ABSTRACT

STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN LINGGA TIMUR
KABUPATEN LINGGA

Nelawati

nelawine@gmail.com
Open University Graduate Program

The purpose of this study is to describe and analyze the process of development
planning and community participation in the process of development plarming in
Lingga Timur District Lingga Regency. The method used is desctiptive data
method with quality approach. The informants who became the source of data in
this study consisted of Planning, Research and Development Agency of Lingga
District, East Lingga Sub-dsitrict, East Lingga Disrict Staff, Village Heads,
Village Consultative Bodies (BPD) and Community Representatives. Data
collection techniques in this study using primary daia in the form of direct
interviews with informants and secondary data in the form of reports or
documents relating to the location of the study. This research found that
development planning process in Kecamatan Lingga Timur can not be
implemented optimally because of the lack of public knowledge on the formulation
of problems and needs faced so that the participation of the community is less in
determining the priority of proposals for kecamatan musrenbang, and in the
implementation of kecamatan musrenbang also can not set priority of proposal

activities in related SKPD.

Keywords: Development Planning Process, Community Participation
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komoditi saja yaitu karet, kelapa, lada dan sagu saja. Luas lahan dan produksi
masing-masing tanaman karet 669 hektar dengan hasil produksinya 156
ton,kelapa 108 hektar dengan hasii produksinya 50 ton, lada 14 kektar dengan
hasil produksinya 6 ton dan sagu 1.141 hektar dengan hasil produksinya 448
ton.

Data yang dapat diperoleh dari sektor peternakan hanya data temak
unggas saja yaitu ayam kampung dengan populasi 15.600 ekor, ayam ras
pedaging 1.000 ekor dan itik 347 ekor. Sementara data dari sektor perikanan
hanya berupa Rumah Tangga Perikanan sebanyak 409 rumah tangga.

Sektor perdagangan yang ada di Kecamatan Lingga Timur hanya
terdapat beberapa usaha saja yaitu untuk pedagang menengah berjumiah 28

usaha dan pedagang kecil sebanyak 9 usaha.

B. Hasil Penelitian

1. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lingga Timur
Kabupaten Lingga

Pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan
diuraikan sebagai kegiatan yang memiliki tahapan-tahapan perencanaan dari
bawah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan,
tatacara penyusunan, pengendalian, dan ecvaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan dacrah, menggariskan pedoman pelaksanaan perencanaan

sebagai berikut :
A. Tahapan penyusunan dan penetapan rencana kerja pembangunan daerah

dilaksanakan melalui unutan kegiatan sebagai berikut :
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1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
2. Penyiapan rancangan rencana pembangunan daerah;
3. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
B. Tahapan penyusunan dan penetapan rencana kerja pemerintah daerah yang
dilaksanakan melafui urutan sebagai berikut :
i. Penyusunan dan penctapan Kebijakan Umum APBD;
2. Penyusunan dan penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
3. Penyusunan dan penetapan RKA SKPD oteh SKPD
4, Verfikasi RKA SKPD oleh TAPD
5. Penyusunan dan penetapan Rancangan APBD oleh TAPD
6. Pembahasan RKA SKPD oleh Komisi DPRD
7. Penetapan APBD merupakan RKPD
8. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD
9. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
13. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD)
C. Penyusunan rencana kerja pembangunan daerah dan rencana kerja
pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal yang terintegrasi
dengan sistem perencansan pembangunan iahunan Provinsi Kepulauan

Riau dan perencanaan pembangunan nastonal.
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D. Perencanaan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Data dan informasi kabupaten meliputi :
a) penyelenggaraan pemerintah daerah;
b) organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
¢) kepaia daerah, DPRD, perangkat daerah dan PNS daerah;
d) keuangan daerah;
. ¢} potensi sumber daya daerah;
f) produk hukum daerah;
g) kependudukan;
h) informasi dasar kewilayahan; dan
i) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Data dan informasi kecamatan dan desa/kelurahan meliputi :
a. penyelenggaraan pemerintahan kecematan dan desa/kelurahan;
b. organisasi dan tata laksana pemerintahan kecamatan dan
desa/keturahan;
¢. profil wilayah kecamatan dan profil desa/kelurahan;
d. keuangan desa;
e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan dan desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daersh, untuk tercapainya
daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi dikelola
dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional dalam

bentuk SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah}).
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E. Kelembagaan
1. Penyelenggaraan dan penanggungjawab MUSRENBANG :

a. Kepala desa / Lurah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas
perencanaan pembangunan di desa / kelurahan melalui
MUSRENBANG desa / kelurahan.

b. Camat menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan
pembangunan di kecamatan melalui MUSRENBANG kecamatan,
yang penyelenggaraannya dibantu oleh unsur SKPD termasuk Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

c. Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan
pembangunan di kabupaten melalui MUSRENBANG kabupaten
yang penyelenggamannya dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan.

2. Penyusunan dan Penganggaran APBD :

a. Penyusunan KU, PPAS, dan Rancangan APBD oleh TAPD

b. Penyusunan RKA SKPD oleh Kepala SKPD

¢c. Verifikasi RKA SKPD oleh Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan

d. Verifikasi RKA SKPD oieh TAPD

3. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah :
a. Penyusunan dan pelaporan LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD
b. Penyusunan dan pelaporan LAKIP daerah oieh Badan Perencasan

Penefitian dan Pengembangan
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¢. Penyusunan dan pelaporan LKPJ oieh Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan dibantu oleh Tim yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Bupati

d. Penyusunan dan pelaporan LPPD oleh Asisten Bidang Pemerintahan
Sekretariat Daerah yang dibantu oleh Tim yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Bupati.

F. Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan
desa tidak membuat Berita Acara yang berisi daftar prioritas kegiatan,
dimana secharusnya Kepala Desa wajib menectapkan daftar prioritas
kegiatan pembangunan sesuai rencana kerja pembangunan desa yang
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
dan Rencana Strategis Kecamatan serta kemampuan dan ketersediaan
sumber anggaran schingga tidak dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan menggunakan dana APBD Provinsi, APBD Kabupaten,
maupun ABP Desa. Ketentuan dalam pendanaan kegiatan desa sebagai
berikut :

a penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan
desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintah daerah, dan bantuan
pemerintah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan di
desa yang didanai dari alokasi APBD melalui SKPD selanjutnya
disebut anggaran SKPD,

c. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh

pemerintah desa didanai APBD melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
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dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah
desa dan BPD, 70% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan desa.

d. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa yang didanai dari APBN.

G. Camat berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan
kecamatan wajib menetapkan daftar prioritas kegiatan pembangunan
kecamatan yang bersifat lintas desa dan/atau lintas kecamatan.

H. Daftar program/kegiatan pembangunan kecamatan merupakan prioritas
bahan penyusunan program/kegiatan SKPD.

I. Bupati berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan
kabupaten wajib menetapkan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah
Daecrah yang memuat daftar prioritas program/kegiatan pembangunan
kabuoaten sesuai perkiraan plafon anggaran dari berbai sumber
pembiayaan dengan mengacu pada program tahunan dalam RPJMD dan
kewenangan urusan SKPD.

J. Daftar prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir
RKPD setelah ditetapkan melalui Keputusan Bupati menjadi dasar
penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran serta
Rancangan APBD.

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Camat menetapkan tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan

b. Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
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o Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangurian yang menjadi
tanggungjawab SKPD dari masing-masing desa berdasarkan
fungsi masing-masing SKPD

o Menyusun jadwal/agenda Musrenbang kecamatan

o Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat
penyelenggaraan musrenbang kecamatan minimal 7 hari sebelum
kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera
melakukan pendaftaran atau diundang.

o Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta
musrenbang kecamatan, baik wakil dari desa maupun dari
kelompok-kelompok masyarakat.

o Menyiapkan peralatan dan bahan materi serta notulen untuk
musrenbang kecamatan.

2, Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :

a. Pendaftaran peserta musrenbang kecamatan

b. Pemaparan camat mengenai prioritas masalah kecamatan

¢. Pemaparan mengenai rancangan rencana keja SKPD di tingkat
kecamatan yang bersangkutan beserta sirategi, plafon dana oleh
kepala-kepala SKPD

d. Pemaparan masalah dan prioritas dari masing-masing desa menurut
fungsi SKPD oleh tim penyelenggara musrenbang kecamatan.

Tahap ini tidak ada dalam agenda proses perencanaan pembangunan

di Kecamatan Lingga Timur, berikut alasan Kasubag Perencanaan

dan Evaluasi Kecamatan Lingga Timur :
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ataupun masukan dari SKPD tentang kegiatan prioritas yang harus
diusulken sesuai dengan Tema Pembangunan Dacrah.

g. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dianggap
perlu oleh peserta musrenbang kecamatan namun tidak diusulkan
oleh desa karena tidak adanya kegiatan lintas desa.

Pada tahap ini tidak ada kesepakatan yang diambil, usulan kegiatan
yang sakan diusulkan pada tahap musrenbang kabupaten sudah
berdasarkan usulan kegiatan yang dibuat kecamatan.

h. Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan
pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi SKPD.

Tahap ini juga tidak dilakukan sehingga tidak ada rekapitulasi
kegiatan prioritas untuk masing-masing kecamatan yang menunjang
program kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tema dari
pembangunan tersebut.

i. Kesepakatan dan pemaparan prioritas kegiatan pembangunan
kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD.
Selama ini dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan tidak
permah ada dibuat kesepakatan dan pemaparan prioritas kegiatan
untuk masing-masing kecamatan untuk menunjang program kegiatan
pembangunan daerah sesuai dengan tema pembangunan yang dibuat.
Diakhir pelaksanaan musrenbang kecamatan tersebut Camat hanya
memaparkan usulan kegiatan dari desa dan usulan Kkegiatan
kecamatan itu sendiri yang selanjutnya pihak SKPD yang melakukan

verifikesi terhadap usulan tersebut, sehingga tidak pemah ditemui
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usulan kegiatan yang betul-betul berdasarkan usulan dari
masyarakat. Jadi dapat dilihat setiap pelaksanaan musrenbang baik
tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten tidak pemah ada usulan
dari masyarakat, schingga masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam
penyusunan perencanaan iersebut.

j- Penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang masyarakat
untuk mengikuti forum SKPD dan musrenbang kabupaten, dengan
komposisi delegasi perwakilan perempuan.

Di tingkat musrenbang desa maupun kecamatan tidak pernah ada
ditetapkan nama-nama delegasi yang akan ikut dalam Forum SKPD
maupun Musrenbang kabupaten. Di tingkat musrenbang kecamatan
yang mengikuti musrenbang dari desa adalah Kepala Desa, BPD,
tokoh masyarakat, tokoh agama. Untuk musrenbang tingkat
kabupaten yang mengikuti musrenbang tersebut kepala desa, BPD,
Camat dan staf kecamatan, tokoh masyarakat.

Menurut Camat Lingga Timur :

”yang mengikuti acara forum SKPD dan musrenbang kabupaten adalah

Camat ataupun Sckcam, Kasubag Ekbang.” (wawancara tanggal 14

Februari 2017)

Hal ini sangat tidak sesuai karena utusan delegasi yang harus
mengikuti forum SKPD dan musrenbang tersebut 3-5 orang sehingga
daat mewakili bidang-bidang dalam pembahasan kegiatan baik
ditingkat forum maupun musrenbang kabupaten, karena semenjak
musrenbang Kabupaten Lingga pertama dilaksanakan utusan

delegasi hanya 2 atau 3 orang saja dalam pelaksanaan forum SKPD
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maupun musrenbang, sehingga dalam pembahasan perkelompok
utusan dari kecamatan tidak mewakili semua bidang.

3. Keluaran, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan, Daftar
prioritas kegiatan yang akan disampaikan dalam proses perencanaan
pembangunan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten).

Tahapan proses perencanaan pembangunan diatas belum dilaksanakan
seutuhnya dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan
Lingga Timur. Tahapan yang belum dilaksanakan antara lain : (1)
Pemaparan masalah dan prioritas dari masing-masing desa menurut
fungsi SKPD oleh tim penyelenggara musrenbang kecamatan; (2)
Verifikasi oleh tim delegasi desa untuk memastikan semua prioritas
kegiatan yang diusulkan desa menurut masing-masing SKPD; (3)
Pembagian peserta musrenbang ke dalam kelompok pembahasan
berdasarkan jumlah fungsi SKPD yang tercantum; (4) Kesepakatan
kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan
untuk masing-masing fungsi SKPD; (5) Kesepakatan dan pemaparan
prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing
fungsi SKPD; (6) Penetapan dafiar nama delegasi kecamatan 3-5 orang
masyarakat untuk mengikuti forum SKPD dan musrenbang kabupaten,
dengan komposisi delegasi perwakilan perempuan; (7) Keluaran,
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan, Daftar prioritas
kegiatan yang akan disampaikan dalam proses perencanaan
pembangunan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), daftar nama

delegasi musrenbang kabupaten.
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Menurut salah seorang peserta musrenbang di Kecamatan Lingga
Timur, mengemukakan bahwa :

............. keterlibatan unsur masyarakat dalam musrenbang kecamatan masih
rendah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi penyelenggaraan
musrenbang kepada masyarakat dan bahkan kami sendiri aparat desa tidak
memahami apa yang harus dibicarakan dan dihasilkan dari musrenbang tersebut,
jadi kami meminta kepada pihak SKPD yang terkait maupun Bappeda agar dapat
mmberikan sosialisasi kepada kami bagaimana secharusnya pelaksanaan
musrenbang tersebut dan apa yang harus kami sepakati di dalam musrenbang desa
ini..............”

(wawancara tanggal 14 Februari 2017).
Dari hasil pencatatan dokumen dan wawancara dengan informan,
beberapa hal perlu dicatat antara lain sebagai berikut :

1. Penjelasan dari Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lingga : SDM aparatur yang ditugaskan sebagai perencana
perlu ditambah dan kualitasnya perlu ditingkatkan khususnya para kepala-
kepala bidang harus betul-betul mempunyai kemampuan sebagai planner,
sampai saat ini kemampuan dan kualitasnya hanya pas-pasan schingga
tahapan-tahapan dalam penyusunan perencanaan tidak sebagaimana
mestinya. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan tersebut periu
dilakukan secara bertahap program pendidikan formal maupun non formal
termasuk pelatihan-pelatihan dan diklat sesuai dengan kemampuan yang
ada untuk di lingkungan kecamatan, SKPD termasuk Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan.

“Saya juga melihat partisipasi masyarakat terhadap perencanaan
pembangunan dalam arti luas, seperti rencana yang akan dikembangkan
oleh Bupati tetapi tidak didukung dalam bentuk aksi olch Kepala Desa

maupun masyarakat, contohnya di Kecamatan Lingga Timur Bupati
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mencanangkan pembangunan sawah, penanaman kaliandra untuk pakan
ternak, penanaman ubi gajah, namun dari beberapa kali rapat dan
pertemuan yang dilakukan bersama Bupati, Kepala Desa dan Camat tidak
ada aksi yang dibuat. Seharusnya Camat bersama Kepala Desa dan
masyarakat berperan aktif dalam memberikan sumbangan hibah lahan
untuk penanaman tersebut, dan boleh dikatakan hanya Bupati beserta
jajarannya yang melaksanakan program tersebut, sebenarnya masih banyak
lahan-tahan kosong atau yang tidak produktif dapat dijadikan lahan yang
produktif schingga menambah tingkat penghasilan masyarakat Lingga
khususnya masyarakat Kecamatan Lingga Timur. Contoh lainnya juga
dapat dilihat dari penanaman padi di Desa Bukit Langkap, namun tidak
ada campur tangan maupun partisipasi masyarakat bagaimana padi
tersebut dapat tumbuh dengan baik dan berhasil da tanah tersebut,
semuanya menunggu perintah dari Bupati. Dengan dikeluarkannya Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri tentang e-planning, penyusunan
perencanaan berbasis elektronik diharapkan usulan dari desa yang akan
masuk ke musrenbang kecamatan bahkan usulan dari musrenbang
kecamatan yang akan diusulkan melafui SKPD teknis yang akan dibiayai
APBD Kabupaten sudah menjadi kegiatan dengan skala prioritas.
Pandangan lainnya tentang mekanisme perencanaan dari bawah
juga disampaikan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lingga bahwa proses perencanaan yang dilaksanakan sekarang
sudah sesuai dengan tahapan yang ada namun mekanisme belum seperti yang

diharapkan dan masih banyak yang perlu disempumnakan.
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| Pengadasan Lampu Desa Masyarakat 1Unit | Distamben 6 Kali
Pemb. Rumah Tak layak Huni Masyarakat 50 Unit ! Dinas Sos 6 Kali
Pemb. Musholla SMA N 2 Lingga Guru dan Siswa | 8x 11 m { Dinas Pendidikan 6 Kali
Pemb. Batu Miring SMA N 2 Lingga Sekolah S0m Dinas Pendidikan b Kali
Pemb. Musholla SMP N 005 Lingga Guru dan Siswa | 8x8m | Dinas PU 6 Kali
Jambatan Rt.08/Rw.04 Masyarakat 1 Unit Dinas PU 6 Kali
Pemb. Puskesmas Induk Masyarakat 1 Unit Dinas Kesehalan 6 Kali
Pemb. Jembatan Rt.07/Rw.08 Masyarakat 1 Unit Dinas PU 1 Kali
Pemb. Kantor UPTD Kec. Lingga Timur | Kecamatan 8x 10 m | Dinas Pendidikan | 3 Kali
Ruang UKS Sekolah 1 Unit Dinas Pendidikan 1 Kali

Apabila dilihat dari daftar usulan diatas tidak sesuai dengan

kriteria-kiteria pengusulan kegiatan prioritas salah satunya tidak ada atau
kurangnya keterkaitan permasalahan atau kebutuhan yang satu dengan
masalah atau kebutuhan yang lainnya yang apabila tidak diusulkan untuk
dibangun akan menjadi atau memicu permasalahan yang lebih besar.

Ketidaktahuan warga akan kesesuaian rencana dengan masalah dan
kebutuhan juga dibenarkan oleh Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan
Perencanazn, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga, berikut petikan
wawancaranya ;
...... bagaimana masyarakat bisa mengetahui sesuai atau tidaknya suatu rencana
dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada, sedangkan mereka sendiri tidak

pernah diajak bermusyawarah dalam membahas permasalahan-permasalahan
sesuai dengan kebutuhannya, mereka hanya berdiskusi sacara sambilan tentang
usulan yang nantinya akan dibawa pada saat musrenbang desa maupun
musrenbang kecamatan.....”
{wawancara Maret 2017)

b. Perencanaan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi

sikap saling percaya dan terbuka
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Seperti yang telah diursikan sebelumnya penjaringan aspirasi
masyarakat tidak melalui rapat dan musyawarah formal akan tetapi hanya
bincang-bincang dan kemudian diusulkan pada saat musrenbang desa.

Hal tersebut bisa terjadi karena kuramgnya pengetahuan masyarskat
terhadap proses perencanaan pembangunan dan kurangnya sosialisasi dari
pihak Desa, Kecamatan, SKPD teknis maupun dan Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga.

Sosialisasi sangat penting dilakukan karena merupakan kegiatan awal
yang perlu dilakukan dalam upaya memberikan informasi, pemahaman serta
pelibatan  masyarakat dalam  perencanaan pembangunan. Dengan
dilaksanakannya sosialisasi diharapkan dapat melibatkan sebanyak mungkin
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hasil yang diharapkan
dari kegiatan ini adalah masyarakat mengetahui, memahami, peduli untuk
terlibat dalam rangkaian tahapan perencanaan partisipatif mulai dari
perencansan, penyusunan dan pelaksanaan.

Keterbatasan pemahaman masyarakat Kecamatan Lingga Timur dalam
perencanaan partisipatif juga diakui oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan
Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Lingga, berikut petikannya pernyataannya ;

........ memang sulit untuk mengumpulkan masyarakat dalam merumuskan
masalah dan kebutuhan untuk pembangunan di desa, banyak dari mereka yang
tidak mengerti tujuan dari kegiatan yang dilakukan ini, sehingga perlu diberikan
pemahaman kepada mereka sehingga tujuan dari perencanaan partisipatif dapat
tercapai seperti bersama-sama merumuskan dan memutuskan pembangunan yang
perlu difakukan untuk membangun desa. Membangun desa tidak hanya bersifat
kegiatan fisik tapi juga dalam memberdayakan masyarakatnya baik pribadi
masyarakatanya maupun ekonomi masyarkat itu sendiri dan perlu ditekankan

bahwa dalam merencanakan pembangunan bukan hanya tugas pemerintah saja
akan tetapi juga merupakan tugas semua pihak.........”
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(wawancara 15 Februari 2017)

Peserta musrenbang kecamatan, Ketua BPD juga menyampaikan :
“apa yang kami usulkan pembangunan dikampung kami tidak pemah
dilaksanakan oleh Dinas PU sehingga kami tahun ini akan mengusulkan kembali

kegiatan tersebut”
(wawancara 13 Februari 2017)

Pandangan dari tokoh masyarakat Kecamatan Lingga Timur terhadap
kurangnya sosialisasi perencanaan pembangunan juga disampaikan, berikut
petikan wawncaranya,

e karena terbatasnya pcngétahua.n kami masyarakat tentang
perencanaan pembangunan karena terbatasnya pendidikan yang kami miliki dan
terbatasnya kemampuan aparat desa untuk memberikan sosialiasasi tersebut
kepada kami..........”

{(wawancara Februari 2017)

Bila dilihat daftar usulan kegiatan yang diusulkan kecamatan Lingga
Timur di tingkat musrenbang kabupaten semuanya bersifat fisik schingga tidak
ada usulan kegiatan yang menyangkut ekonomi kerakyatan atau pemberdayaan

ekonomi masyarakat, seperti pada tabel dibawah ini :
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Tabel 4.4
USULAN KECAMATAN LINGGA TIMUR
KE SKPD KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2018
Usuolas Kecamatan Hhasil b erililasi
Ne Kegiatan SKPD Sifat | LokasiDetsil | Volume Usulan P'g(“Rl;;"'“ Keterangan S:::" Pagu y(‘R’; ;"'“’“‘ Volume Disetajui | . ﬂ‘:::,'b"i otk
1 |Semenisasi Jin enenvju [Dinas Peketjaan Umum [Baru  (Dusun I Desa Sungai [p 136x1 6 m Sangat Penting Diakomodir 1,000,060,000 | 200 M
kantor camat Lingga |Dan Penataan Ruoang, Pinang Kecametan untuk menunjang
Timur Perumahan Dan Lingga Timur akses pelaynnan
Kawasan Pemukiman kepada masyarakat
kondisi jalan licin
bila hujan
2 |Semenisasi Lapangan |Dinas Pekerjaan Umum (Baru  |Dusun H Desa Sungai [ p60x133m Komdisi lapangan Belum - Sudah disetujui
Kantor Camat Lingga |Dan Penataan Ruang, Pinang Kecamatan saat ini tanahnys | Diakomodir Camat Lingga
Tinur Ferumahan Dan Lingga Timur licin, tidak rata Titnur
Kawasan Pemukiman
3 |Pemasangan Lampu  |Dinas Pekerjaan Umum |Baru | Desa Sungai Pinang, Sant ini tidak ada Belum - Menyesuaikan
Penerangan jalan Dan Penataan Ruang, Desa Kudung, Desa lampu penerangan | Diakomodir pagu anggaran {0}
Perumahan Dan Keton, Desa Pekaka, di fou Kota 0}
Kawasan Pemukiman Desa Bukit Kecamatan dan
Langkap,Desa Seluruh desa yang
Kerandin Kecarnatan ede
Linggs Timur
4 |Pembangunan Air Dinas Pekerjaan Umum |Bare | Desa Sungai Pinang [ Unit Pada saat ini Belum - Menyesuaikan
bersih skala desa Dan Penaiaan Ruang, Kecamatan Lingga sumber air yang Diakomodir pagu anggaran {3
Perumahan Dan Timur tersedia belum 0)
Kawasan Pemukiman memadai bila
musitn kemearay air
kering
5 |Pengaspalan jelan Dinas Pekerjean Umum [Baru  {Dusun I Desa Sungai [3000 m Untuk mendukung Belum - Menyesuaikan
Pantaj Mempanak Dan Peratasn Ruang, Pinang Kecamatan pariwisata pantai | Diakomodir pagu anggaran (0
Perumaban Den Lingga Timur 0)
Kawasan Pemukiman
6 |Pembanguman Dinas Pekerjaan Umurg [Bary [RTO2/RW 02 DusunIfp 9x17m Kondisi Jembatan Belum - Menyesuaikan
Jembatan jalan Aspal |Dan Penataan Ruang, Desa Kudung saat belum Driakomodir pagu anggaran (3
Perumehan Dan Kecamatan Lingga metmadai 0
Kawasan Pemukiman Tirmar
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7 |Pembangunan batu  [Dinas Pendidikan Baru  [Dusun [RW 03/RT 02|90 m Terjadi abrasi air | Diakomodir - |%0m
miring SDN 003 Desa Klung sungai akibainya
Lingga Timur Kecamatan Lingga tanah menjadi
Timur longsor
8 |Relokasi SDN 006 Dinas Pendidikan Baru |RWOI/RT 01 Desa | 1 Paket Kondisi lokasi Diakomodir - [6RuangKelas, 1 |Sudah Diakomodir
Lingga Timur Keton Kecamatan sekolah saat ini Wnit Ruang
Lingga Timur tidak memadai Majelis, 1 Ruang
rawan banjir, lahan Petpustakaan, 1
sekolah sast Paket WC Guru dan
menjadi sengketa Siswa
tanah dari ahli
waris, untuk
refokasi sudah ada
tanah desa seluas
1,5 ha
9 |Pembangunan Bedan |Dinas Pekerjean Umwm [Baru  (RW 01/ RT 0! Desa  [2300m Belum - Menyesuaikan
jalan Kuala sungai Dan Penataan Ruang, Keton Kecamalan Diskomodir pagu anggaran (3
Keton Perumahan Dan Lingga Timur 0
Kawasan Pemukirman
10 |Pembangunan Dinas Pekerjaan Urmnum |Lanjuta| Desa Pekaka 200m Julan ini Diakomodir - -
penyambungan jalan  [Dan Penatzan Ruang, [n Kecamatan Lingga memperpendek
penghubung Pekaks-  (Perumahan Dan Timur jarak tempuh
Kerandin Kawasan Pemukiman menuju ibu kota
kecamatan jalan ini
sudah ada
timbunan tahun
2014, 2013 total
penimbunan 2,5
km mesih
diperlukan 200 m
dengan 6 buah
jembaten
11 |Pembangunan jalan  [Dinas Pekerjazn Umum |Lanjuta|Dusun [RW 01/ RT  [2700m Dapat Belum - sudah akomodir (O
penghubung Kerandin- [Dan Penatasn Rueng, |n {1 Desa Kerandin memperpendek Diakomodir )]
Pekaka Perumahan Dan Kecamatan Lingga jarak tempuh
Kawasan Pemukiman Timur menuju ibu kota
Kecamnatan
12 |Pembangunan lampu  [Dinas Perhubungan Baru [Dusun [RW 01/RT |1 Unit Untuk memandu | Diakomodir 1,300,000,000 | 1 Unit
mercusuar 01 Desa Kerandin transportasi laut
Kecamatan Lingga
Timur
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13 [Pembangunan irigasi |Dinas Pekerjaan Umum [Baru  |Dusun I RW OL/RTOi |25 km 57,947,688,359 [Sangat penting Belum - Menyesuaikan
Dan Penataan Ruang, Desa Bukit Langkap menujang Diakomodir pegu anggaran {0
Perumahan Den Kecamatan Lingga pertanian dan 0)
Kawasan Pemukiman Timur persawahan
14 {Pembangunan Unit Dinas Pertanian Dan  |Baru  [Dusun T RW 02/RT |1 Unit 3,567,856,746 |Untuk Diskomodir 100,000,000 | 1 Unit
Pengolahan Pupuk Ketahanan Pangan 0} Desa Bukit meningkatkan
Organik (UPQ) Langkep Kecamatan produksi pertanian
Lingga Timur
[5 |Pembangunen Rice  [Dinas Pertanian Dan  |Barw  [Dusun II RW 02/RT |1 Unit 1,274,546,587 |Meningkatkan Diakomodir 100,000,000 | 1 Unit
| |Milling Unit{ RMU) 01 Desa Bukit Kualitas hagil
TOTAL (Rp) 52,790,091,692 2,500,000,000
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Hal senada juga dkemukakan oleh salah seorang Kepala Desa di
Kecamatan Lingga Timur yang mengaku bahwa dalam penyusunan
perencanaan pembangunan di desa tidak imengacu pada RPJM Desa, RKP
Desa, berikut petikan wawancaranya :

......... daiam pelaksanaan musrenbang desa, kamni tidak pernah membuat
perencanaan berdasarkan RPJMDesa, RKPDesa, jadi perencanaan yang kami buat
dan kami usulkan di tingkat musrenbang kecamatan yang selanjutnya dibawa ke
musrenbang kabupaten muncul seketika dan banyak kegiatan fisik. Kami tidak
pernah membuat usulan kegiatan ke Kabupaten maupun kegiatan yang didanai
oleh Dana Desa tidak ke pemberdayaan masyarekat......”
(wawancara 13 Februari 2017)

Kepala Dusun Desa Pekaka di Kecamatan Lingga Timur juga
mengemukakan hal yang sama, berikut petikan wawancaranya :

“.....sejak saye jadi Kepale Dusun dan kalau saye liat Kepale-kepale Dusun
yang lame tak pemah ade pertemuan dengan masyarakat dalam bentuk
musyawarah pembangunan yang membahas ape-ape permasalahan yang ade di
dusun kami dan selanjinya kami usulkan ke Desa, dan kami juge tak paham
musrenbang desa tu membahas ape yang setau saye kegiatan-kegiatan
pembangunan proyek aje yang dibahas di musrenbang itu........"
(wawancara Februari 2017)

Pandangan dari Tokoh Masyarakat Kecamatan Lingga Timur :

......... kami di kampung ni tak tau macam mane penyusunan perencanaarn
pembangunan yang sebananye yang kami tau kami harus mengusulkan proyek-
proyek fisik untuk kampong kami karene pembangunan proyek tu dapat juge
menambah pendapatan kami dikampong ni kalau kami tak bise melaut...........”

Kepala Dusun II Desa Sungai Pinang di Kecamatan Lingga Timur juga
mengemukakan hal yang sama, berikut petikannya :

“,vvernenosiye sebagai Kepale Dusun tak pernah mengadakan rapat atau
musyawarah dengan warga saye untuk membicarakan pembangunan di dusun ne,
jadi kalau saye diundang untuk ikut acara musrenbang, saye tak pernah
menyiapkan ape-ape bahan yang akan dibawa musrenbang tersebut, ditambah
putak kerje kami menjaring jadi kami kalau diminta usulan paling kami minta
jaring, sampan ataupun jalan ke dusun kami yang belum bagus.............”

(wawancara Februan 2017)
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Berdasarkan hasii penelitian dapat disimpulkan bahwa belum
terdapat kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat
selain kebutuhan terhadap infrastruktur tetapi masyarakat juga membutuhkan
akan pemberdayaan ekonomi sehingga tingkat kehidupan didesa dapat
meningkat dan dapat menunjang pembangunan yang ada di atasnya seperti
yang ftertuang dalam Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden yaitu
“mambangun Indonesia dari pinggiran. Selain itu masyarakat tidak dapat
memilah kegiatan infrastruktur yang berskala desa (dana ADD) skala
kabupaten (dana APBD), skala provinsi (dana APBD Provinsi) dan skala
nasional (dana APBN) sehingga dapat diakomodir dalam program/kegiatan

prioritas kecamatan

(2) Partisipatory
Partisipatoris dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam
forum pertemuan dimana setiap masyarakat memperoich peluang yang sama
dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan
berbicara, watu dan tempat
Bila dilihat dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan proses
perencanaan pembangunan yang telah diselenggarakan diperoich gambaran
sebagai berikut :
1. Kegiatan menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan dari tingkat
bawah (RT) belum dilaksanakan dengan baik.
2. Dari hasil pencatatan sebagaimana disampaikan diatas bahwa

musrenbangdus (musyawarah pembangunan tingkat dusun) mencerminkan
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dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Dengan pembicara / narasumber
antara lain :

1. Camat

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga

3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

4. 13 SKPD yang hadir

Tujuan pelaksanagn musrenbang tingkat kecamatan adalah :

a. Membahas dan menyepakati hasil-hasii musrenbang dari tingkat desa yang
akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamnatan

b. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat
kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan
desa.

¢. Melakukan klarifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan
sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses
perencanaan pembangunan Kecamatan Lingga Timur melibatkan masyarakat
secara keseluruhan dan hasil yang didapatkan dari musrenbang kecamatan
tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan musrenbang kecamatan.
Dimana usulan-usulan tersebut tidak melibatkan masyarakat dan masyarakat
tidak didampingi dalam pelaksanaan musrenbang desa sehingga usulan-usulan
tersebut lebih kepada usulan yang dibuat oleh kecamatan dan usulan prioritas

dari SKPD.
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(3) Simergitas Perencanaan

Sinergitas perencanan yang dimaksud adalah perencanaan
pembangunan tersebut selalu menckankan kerjasama antar wilayah
administrasi dan geografi serta keterkaitan antar stakeholders.

Dalam musrenbang kecamatan yang dijadwalkan antar Februari-
Maret yang dihadiri oleh pihak terkait merupakan hasil memaduserasikan
antara prioritas usulan dari berbagai desa dengan prioritas usulan dari SKPD.
Usulan yang terakomodir dalam prioritas kegiatan kecamatan adalah usulan
yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.
Untuk mengetahui apakah usulan tersebut mempunyai keterkaitan dengan
usulan lain yang diajukan oieh SKPD maupun desa Jain diperfukan interaksi
diantara semua peserta.

Sinergitas perencanaan merupakan bagian dari kriteria yang harus
dipenubi oleh semua usulan yang masuk untuk dijadikan daftar prioritas usulan
yang didanai APBD,

Berdasarkan hasil penelitian, musrenbang Kecamatan Lingga
Timur belum memnuhi kriteria sinergitas perencanaan, hal ini dapat dilihat dari
usulan yang diusulkan pihak kecamatan dengan usulan yang diakomodir oleh
SKPD sangat tidak sesuai. Sebagai contoh usulan prioritas yang diakomodir
oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum untuk Desa Sungai Pinang adalah
Semenisasi jalan menuju kantor Camat Lingga Timur, usulan kegiatan ini tidak
ada dalam usulan Desa Sungai Pinang melalui hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Tingkat Desa. Apabila dilihat dari usulan masyarakat melalui

Musrenbang Desa yang tidak membuat keputusan bersama tentang usulan
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prioritas yang berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat untuk
diajukan pada Musrenbang Kecamatan schingga usulan dari desa sangat
berbeda dengan usulan dari kecamatan.,

Pada penelitian ini peneliti kebetulan sebagai Kabid perencanaan
Program dan Evaluasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lingga melihat bahwa mekanisme yang digunakan dalam
pelaksanaan musrenbang baik ditingkat desa maupun musrenbang kecamatan
sangat jauh dari aturan mekanisme yang ada, sehingga dapat menjadi bahan
perhatian agar pihak Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sdan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dalam hal ini menaungi desa-desa
dalam penyusunan maupun pelaksanaan proses perencanaan pembangunan
dapat bersinergi agar dan memberikan sosialisasi kepada aparat desa schingpga

mereka mengetahui penyusunan proses perencanaan tersebut.

(4) Legalitas Perencanaan
Yang dimaksud dengan legalitas perencanaan disini adalah bahwa
perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Lingga Timur sesuai
dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme
perencanaan pembangunan pada Undang-undang No. 25 Tahun2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, namun tidak ditetjemahkan dan
dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bupati schingga kurangnya pengetahuan

aparat desa dalam memahami aturan tersebut.
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C. Pembahasan Hasil Penelitian

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Lingga melalui
tahapan menterjemahkan visi dan misi serta menggunakan analisa SWOT
terhadap capaian kinerja yang sudah dilakukan sesuai dengan teori Qudrat
Nugraha. Penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2018 menetapkan
tujuan pembangunan satu tahun kedepan sesuai dengan RPJMD. Selain itu
penyusunan perencanaan pembangunan juga menggunakan pendekatan fop-
down dan bottom-up sesuai dengan teori Apgustinus. Proses perencanaan
pembangunan melalui Musrenbang kecamatan merupakan pendekatan botfom-
up. Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lingga Timur mulai dari
tahapan persiapan sampai tahapan keluaran sesuai dengan Undang-undang no.
25 tahun 2004, maka pada analisis hasil penelitian ini peneliti akan berusaha
untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pelaksanaan perencanaan partisipatif dilihat dari fokus perencanaan, partisipasi
masyarakat, sinergitas perencanaan, dan legalitas perencanaan.

Untuk menganalisis hasil penelitian digunakan pendaapat
Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2001:16) sebagai acuan analisis yang
mengemukakan bahwa perencanaan partisipastif adalah usaha yang dilakukan
masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencaai kondisi
yang diharapakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri.

Berdasarkan pendapat Wicaksono dan Sigiarto pelaksanaan
perencanaan dapat dikatakan partisipatif apabila memenuhi ciri-ciri sebagai

berikut ;
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1. Fokus perencanaan, berdasarkan pada masalah dan kebutuban yang
dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang
memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

2. Partisipasi masyarakat dimana sctiap masyarakat memperoleh peiuang
yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan
berbicara, waktu dan tempat.

3. Sinergitas perencanaan, yaitu selalu menekankan kerjasama antar wilayah
secara administrasi dan geografi serta interaksi antar stakeholders.

4. Legalitas perencanaan, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan
dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika
dan tata nilai masyarakat serta tidak memberikan peluang bagi
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakt dalam perencanaan
pembangunan d Kecamatan Lingga Timur, analisis yang digunakan adalah :
1, Fokus Perencanaan
Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi
masyarakat serta memperhatikan sikap saling percaya dan terbuka.

Pelaksanaan proses perencanaan pembangunan partisipatif di Kecamatan

Lingga Timur dilakukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan

tahunan kecamatan yaitu berrupa daftar prioritas kegiatan kecamatan yang

akan disampaikan pada proses yang lebih tinggi.
Tujuan dari perencanaan partisipatif adalah :
l. Menentukan arah dan tujuan Kkegiatan perencanaan pembangunan oleh

masyarakat
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2. Teridentifikasinya usulan-usulan dan rencana kegiatan berdasarkan
permasalahan dan kebutushan yang disesuaikan dengan potensi dan
kekuatan yang ada.

Pelaksanaan perencanaan partisipatif di Kecamatan Lingga Timur
dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan keluaran dari perencanaan
pembangunan tersebut, dimana masyarakat diharapkan terlibat aktif dan
memahami seluruh rangkaian dari proses perencanaan pembangunan.

Fokus perencanaan pembangunan yang didasarkan pada
permasalahan dan kebutuhan masyarakat dapat diperoleh melalui kegiatan
penyelidikan masalah dan kebutuhan yang dimulai dari tingkat RT yang
merupakan tahapan persiapan dalam proses perencanaan pembangunan.
Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Lingga Timur semua desa tidak
melakukan kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat yang
dimulai dari tingkat RT sehingga tidak diperoieh profil masalah dan kebutuhan
masyarakat, mereka hanya mendiskusikan secara non forma! yang kemudian
menyerahkan usulan tersebut pada saat pelaksanaan musrenbang desa dan
bukan digali dari kelompok-kelompok masyarakat,

Perencanaan yang disiapkan belum memperhatikan aspirasi
masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Hal ini dapat
dilihat dari hasil penelitian bahwa dalam menentukan skala prioritas usulan
kegiatan yang akan diajukan pada musrenbang kecamatan tidak melalui

rembuk dan musyawarah lagi yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
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2. Partisipasi Masyarakat
Dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam
sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan
tempat, serta masyarakat dilibatkan dalam memutuskan kegiatan yang
dianggap menjadi prioritas untuk diajukan pada musrenbang yang lebih tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian keteriibatan masyarakat dalam forum
musrenbang baik ditingkat desa maupun ditingkat kecamatan masih rendah.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

dipengaruhi oleh faktor :

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pemahaman perencanaan
pembangunan

2. Adanya sikap pesimis masyarakat terhadap proses perencanaan
pembangunan atau pelaksanaan musrenbang karena usulan-usulan mereka
tidak terakomodir daiam proses yang lebih tinggi.

3. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang juga akan berdampak dalam
memberikan usulan-usulan prioritas sesuai dengan masalah dan kebutuhan
yang ada.

4. Waktu penyelenggaraan musyawarah terlalu pendek sehingga tidak cukup
untuk membahas usulan-usulan yang masuk.

Rendahnya keterlibatan masyarakat merupakan salah satu indikator berhasil

atau tidaknya pelaksanaan perencanaan partisipatif di Kecamatan Lingga

Timur.
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3. Sinergitas Perencanaan

Yang dimaksud sinergitas perencanaan disini adalah adanya
penckanan kerjasama antar wilayah secara administrasi dan peografi, serta
interaksi antar stakeholders. Pada pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam
proses percncanaan pembangunan di Kecamatan Lingga Timur, proses
pengambilan keputusan yang diselengarakan di tingkat desa dan kecamatan
secara formal telah dilakukan dengan baik meskipun ada beberapa tahapan
proses perencanaan pembangunan yang tidak dilaksanakan.Tingkat
keterwakilan unsur masyarakat yang mengikuti musrenbang kecamatan masih
rendah. Usulan hasil musrenbang kecamatan yang akan diusulkan tidak
dihasilkan dengan musyawarah ditingkat kecamatan dan tidak merupakan
kegiatan prioritas, hal ini bisa dilithat dari usulan kegiatan yang diinput melalui
eplanning merupakan usulan dari masing—masing desa yang kemudian akan
disortir atau dianalisis di SKPD yang secharusnya usulan- tersebut sudah

dihasilkan melalui musyawarah bersama masyarakat.

4, Legalitas Perencanaan
Perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dilaksanakan
dengan mengacu pada peraturan yang beriaku, menjunjung etika dan tata nilai
masyarakat. Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lingga Timur
dilaksanakan belum sesuai dengan petunjuk teknis musrenbang. Dapat dapat
dilihat dari: (1) ada beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan yang
tidak diselenggarakan dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan; (2)

Proses perencanaan pembangunan belum melibatkan unsur masyarakat secara
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keseluruhan; (3) Penetapan keluaran belum melibatkan peserta musrenbang,
karena keluaran sudah dibuat oleh pihak kecamatan berdasarkan daftar
prioritas usulan/kegiatan desa yang sudah masuk ke kecamatan sebelum proses
perencanaan pembangunan dijadwalkan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
memberikan banyak manfaat bagi masyarakat itu sendiri, diantaranya
meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan program
pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat
kemampuan yang diharapkan, memberi kekuasaan atau mendelegasikan
kewenangan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian dalam
pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya. Dengan
demikian upaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
beraerti memampukan dan memandirikan masyarakat. Berdasarkan pembahasan
hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di
Kecamatan Lingga Timur masih rendah. Banyak faktor yang
mempengaruhinya. Rendahnya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi
kesuksesan pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang berarti peningkatan
kualitas kehidupan sosial ekonomi, politik, lingkungan masyarakat yang salah
satunya tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
belum tentu terlaksana dengan baik.

Seperti yang diuraikan Cohen dan Uphoff (1987:28) partisipasi
masyarakat Kecamatan Lingga Timur hanya mencakup pertcmuan tingkat
musrenbang kecamatan tanpa melibatkan masyarakat dalam diskusi

pembangunan, voting dalam pengambilan keputusan yang akan menjadi
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program prioritas kecamatan yang akan diusulkan pada musrenbang tingkat
selanjutnya. Sehingga usulan-usuian perencanaan yang ada di Kecamatan
Lingga Timur tidak berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi

masyarakat,
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BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan hasil penelitian diatas dapat ditarik suatu
kesimpulan tentang partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
di Kecamatan Lingga Timur.

1. Proses perencanaan pembangunan belum dapat dilaksanakan secara

optimal, dengan uraian sebagai berikut :

a. DBeberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-
masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan
tahapan pembahasan kegiatan / penetapan prioritas kegiatan yang akan
disampaikan pada tingkat Musrenbang Kecamatan, sehingga tidak
adanya Berita Acare yang memuat prioritas kegiatan yanga akan
diusulkan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan aparat
desa tentang tata cara musrebang desa dan apa yang harus dihasilkan
dari musrenbang tersebut.

b. Ditingkat musrenbang kecamatan beberapat tahapan proses
perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutarna pada
tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan dalam memutuskan
prioritas kegiatan yang akan diajukan ke proses perencanaan
pembangunan kabupaten, sehingga usulan-usulan tersebut harus
diverifikasi dan diputuskan oleh SKPD teknis.

¢. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan pada musrenbang kecamatan

maupun musrenbang kabupaten merupakan kegiatan yang sudah
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setiap tahun diusulkan namun bukan berdasarkan kegatan prioritas
desa maupun kecamatan yang sudah tertuang di dalam dokumen
perencanaan desa maupun dokumen perencanaan kecamatan.

d. Di tigkat kabupaten pelaksanaan Forum SKPD hanya 2 hari saja
sehingga usulan-usulan kegiatan dari kecamatan maupun SKPD dan
musrenbang kabupaten tidak terverifikasi dengan baik.

2. Partisipast masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan
Lingga Timur Kabupaten Lingga masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat
dari :

a Fokus perencanaan yang berdasarkan pada masalah dan kebutuhan
yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan penyelidikan atau identifikasi masalah dan
kebutuhan masyarakat di 6 desa yaitu Desa Bukit Langkap, Desa
Keton, Desa Sungai Pinang, Desa Kudung, Desa Pekaka dan Desa
Kerandin belum dilaksanakan secara menyeluruh. Perencanaan juga
belum menyeluruh memperhatikan aspirasi masyarakat yang
memenuhi sikap saling percaya dan terbuka terhadap kebutuhan
masyarakat, schingga perwakilan masyarakat saja yang dilibatkan
dalam kegiatan tersebut.

b. Partispatoris, dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang
sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh waktu dan
tempat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan

ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi. Partisipasi
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masyarakat rendah dalam kegiatan masalah kebutuhan masyarakat.
Masyarakat secara kescluruhan belum memperoleh peluang yang
sama dalam menyampaikan pemikiran baik dalam musrenbang tingkat
desa, musrenbang tmgkat kecamatan maupun musrenbang ditingkat
kabupaten. Di tingkat musrenbang desa hanya perwakilan masyarakat
yang hadir seperti Ketua RT, Ketua RW, dan belum mewakili unsur
masyarakat. Bila dilihat dari sisi peserta dalam proses perencanaan di
tingkat desa dan kecamatan belum mewakili unsur masyarakat terlebih
dalam proses perencanaan ditingkat kecamatan, tingkat keterwakilan
masyarakat masih rendah. Masyarakat belum dilibatkan dalam
pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap
menjadi prioritas untu diajukan ke proses perencanaan pembangunan
yang lebih tinggi, para elit desa dan kecamatan yang mendominasi
pengambijan keputusan untuk memtuskan kegiatan yang dianggap
prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang
lebih tinggi.

c¢. Tidak edanya sinergitas perencanaan, Yyaitu proses perencansan
pembangunan di Kecamatan L.mgga Timur Kabupaten Lingga tidak
menckankan kerjasama antar wilayah serta interaksi diantara
stakeholders atau dengan kata lein masih bersifat ego sektoral,
schingga antara usulan desa dengan usulan SKPD bisa
dikomunikasikan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama.

d. Legalitas perencanaan, dimana perencanaan pembangunan

dilaksanakan dengan mengacu pada aturan yang paling tinggi dalam
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hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, dimana scharusnya daersh juga membuat
turunan dari aturan tersebut yang mengatur tatacara di daerah sehingga
dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya

ada aturan yang mengikat.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

yang didominasi tamatan SMP dan SMA.

B. Sarap
Agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan perlu dilakukan upaya-upaya nyata yaitu :

a. Sebelum masyarakat menyampaikan usulannya hendaknya dibekali
terlebih dahulu dengan informasi tentang isu strategis, arah kebijakan,
prioritas pembangunan, kemampuan anggaran, program.kegiatan SKPD
yang bersifat indikatif yang bermanfaat untuk referensi masyarakat dalam
menyampaikan usulan kegiatannya.

b. Untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan masyarakat hendaknya para
pengampu dari birokrasi dapat menjadi fasilitator perencanaan
pembangunan sampai ditingkat desa.

c¢. Untuk membentuk kemitraan yang bersifat linear collaborative
partnership, masyarakat harus diberikan akses pada setiap tahap

perencanaan pembangunan serta diberikan akses pada setiap tahap
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perencanaan pembangunan serta diberikan kewenangan yang sama dengan
birokrasi terutama dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dilibatkan
dalam kepanitiaan musrenbang, penentuan peserta musrenbang serta
pemilihan pimpinan musrenbang.

d. Komitmen para pejabat politik sangat diperlukan dengan aktif dalam setiap
tahap perencanaan pembangunan serta menghormati hasil perencanaan
pembangunan partisipatif dengan tidak melakukan intervensi yang bersifat
operasional.

¢. Perlu penyempumaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar
dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perankat
pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakatdengan tidak
mengurangi prinsip-prinsip partisiaptif.

f. Pemerintah desa perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan
kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya desa mempunyai bank
data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta pemerintah
desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan
pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

g. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa’kecamatan, unsur
pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan
pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan
pelatihan dan penambahan wawasan pendekatan yang aktof melalui kader
pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartispasi

aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
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h. Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayaksn pemerintah desa,
kecamatan, SKPD dan kader pembangunan dalam pemberian informasi
kepada masyarakat di Kecamatan Lingga Timur. Sosialisasi yang optimal
ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan
pembangunan kepada masyarakat agar mereka lebih banyak terlibat dalam
proses tersebut.

i. Pihak desa harus dapat menyiapkan data mengenai profil desa seperti
jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dan lapangan pekerjan.

j.  Membuat Peraturan Bupati tentang tata cara penyusunan, penctapan dan

pelaporan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
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DAFTAR INTERVIEW

1. Fokus perencanaan pada kepentingan masyarakat
a. Menurut Bapak / Ibu apakah permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi
masyarakat sekarang?
b. Menurut Bapak / Ibu bagaimana cara dan upaya yang dilakukan untuk
mengetahui dan menggali permasalahan serta kebutuhan tersebut?
c. Menurut Bapak / Ibu bagaimana kemampuan masyarakat dalam
mengidentifikasi masalah dan kebutuhan tersebut?
d. Menurut Bapak / Ibu apakah masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut
diusulkan dalam proses perencanaan pembangunan?
€. Menurut Bapak / Ibu apakah perencanaan pembangunan sudah
berdasarkan masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat?
2. Parsipatory
a. Menurut Bapak / Jbu apakah peserta yang hadir dalam proses perencanaan
pembangunan (musrenbang) mewakili seluruh unsur masyarakat?
b. Menurut Bapak / Ibu apakah setiap masyarakat mempunyai peluang
dalam memberikan sumbangan pemikiran?
¢. Menurut Bapak / Ibu apakah sumbangan pemikiran tersebut mudah
disampaikan dalam proses perencanaan pembangunan?
d. Menurut Bapak / Ibu apakah masyarakat dalam memberikan sumbangan

pemikiran tersebut memiliki keterbatasan waktu dan tempat?
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e. Menurut Bapak / [bu apakah masyarakat dilibatkan dalam mengambil
keputnsan untuk menentukan kegiatan prioritas yang akan diusulkan
dalam musrenbang yang lebih tinggi?

f. Menurut Bapak / Ibu apakah perencanaan pembangunan dapat
mengakomidir semua sumbangan pemikiran masyarakat?

g. Menurut Bapak / Ibu bagaimana respons atau tanggapan terhadap proses
perencanaan pembangunan?

3. Sinergitas perencanaan

a. Menurut Bapak / Ibu bapakah ada kerjasama antar wilayah atau desa
dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan?

b. Menurut Bapak / Ibu bagaimana interaksi diantara stakeholders dalam
proses perencanaan pembangunan?

4. Legalitas ﬁerencanaan

a. Menurut Bapak / 1bu bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan
di desa Bapak / Ibu?

b. Bagaimana mekanisme proses perencanaan pembangunan di tingkat
kecamatan?

¢. Menurut Bapak / Ibu apakah proses perencanaan pembangunan mengacu
pada Undang-undang No. 25 Tahun 20047

d. Menurut Bapak / Ibu apakah proses perencanaan pembangunan

menjunjung tinggi nilai etika dan tata nilai masyarakat?
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